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RINGKASAN EKSEKUTIF

Lanskap kewirausahaan Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, yang sebagian besar
dijalankan secara informal oleh perempuan sebagai pemilik dan/atau pekerja. Mayoritas
pengusaha mikro perempuan terdorong untuk berwirausaha karena kebutuhan ekonomi.
Masuknya mereka ke pasar informal yang berisiko tinggi turut diakibatkan oleh sedikitnya
manfaat yang mereka rasakan dari kepemilikan izin usaha, yang tidak sepadan dengan proses
pendaftaran yang panjang dan memakan biaya.

Norma tradisional, peran gender, serta akses yang terbatas terhadap aset dan pendidikan formal
secara tidak adil berdampak terhadap para pengusaha mikro perempuan. Pandemi COVID-19
semakin membuat mereka rentan karena pendapatan mereka berkurang dan mereka terpaksa
harus melakukan pekerjaan rumah tangga secara ekstra akibat diberlakukannya kebijakan
lockdown dan pembatasan kegiatan secara fisik.

Ledakan ekonomi digital berpotensi menguntungkan para pengusaha perempuan dengan
mengurangi hambatan masuk (entry barriers) ke pasar dan merampingkan rantai pasok. Namun,
rendahnya kualifikasi pendidikan, literasi komputer dan teknologi informasi, serta adanya
norma-norma gender tradisional membentuk hambatan struktural bagi pengusaha-pengusaha
perempuan ini yang ingin meningkatkan usahanya melalui e-commerce.

Birokrasi yang berlebihan dalam ekonomi digital juga menciptakan hambatan masuk bagi
usaha-usaha mikro milik perempuan. Selain perizinan usaha yang bersifat umum, Kementerian
Perdagangan (Kemendag) mewajibkan penjual online yang memiliki situs web sendiri untuk
memiliki izin sesuai dengan Permendag No. 50/2020, diikuti dengan sanksi-sanksi administratif
seperti peringatan tertulis, daftar hitam (blacklist), dan pemblokiran layanan bagi yang tidak
mematuhi. Kendati demikian, masih banyak usaha mikro yang belum mengerti tentang kewajiban
perizinan ini. Karena banyak pengusaha mikro yang menganggap perizinan sebagai proses yang
panjang dan mahal, persyaratan ini dapat mengurangi minat mereka untuk memasuki pasar
digital atau bahkan mendorong mereka menggunakan platform-platform yang tidak aman, yang
justru berlawanan dengan upaya pemerintah untuk digitalisasi 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) pada tahun 2023.

Makalah ini mengusulkan tiga reformasi untuk membina dan menjaga keberlanjutan usaha-
usaha mikro milik perempuan melalui momentum ledakan digital:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) dan Badan
Pusat Statistik (BPS) perlu menyusun data UMKM yang terpilah secara gender (gender-
disaggregated) sebagai dasar atas upaya yang terkoordinasi antar kementerian dan lembaga
pemerintah dalam merancang intervensi yang sensitif terhadap aspek gender. Data yang
reliabel memungkinkan pengambil kebijakan untuk menyalurkan sumber daya yang
tersedia ke pihak yang paling membutuhkan dan membantu merancang program-program
pemberdayaan perempuan yang dapat menghasilkan dampak positif sosial yang tertinggi.
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2. Upaya digitalisasi terkoordinasi yang sensitif gender dari kementerian dan lembaga
pemerintahan perlu dituangkan secara formal dalam sebuah strategi tingkat nasional
seperti Peta Jalan Transformasi Ekonomi Digital 2021-2024 dan Strategi Nasional
Ekonomi Digital—yang keduanya sedang digodok oleh pemerintah.

3. Kemendag sebaiknya merevisi Permendag No. 50/2020 dengan menghapus sanksi-sanksi
administratif untuk usaha online informal dan membebaskan usaha-usaha mikro yang
memiliki situs web sendiri dari kewajiban memiliki Surat I1zin Usaha Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik (SIUPMSE) yang dapat menghalangi mereka beralih ke pasar online.
Sebagai alternatif, SIUPMSE untuk usaha mikro masih bisa diberlakukan, namun sebagai
izin yang sifatnya tidak wajib. Misalnya, Kemendag dapat memberikan insentif dalam
bentuk pemberian ‘label’ terdaftar atau tersertifikasi bagi usaha-usaha mikro yang bersedia
mendapatkan SIUPMSE untuk membantu membangun merek (branding) digital mereka.

Reformasi-reformasi ini akan menciptakan lebih banyak usaha mikro yang berdaya, khususnya
milik perempuan, untuk mengambil manfaat dari ekonomi digital.




LANSKAP PENGUSAHA MIKRO PEREMPUAN
DI INDONESIA

Usaha mikro' memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan
kemiskinan di Indonesia karena kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), penciptaan
lapangankerja,dan konsumsibarang-barang dan produk-produk antara. Jumlahnya diperkirakan
mencapai 64,6 juta unit usaha, yang adalah 98% dari jumlah total usaha yang ada di Indonesia
pada tahun 2019 (KemenKopUKM, 2020). Usaha mikro menjadi sumber penghidupan 109,8 juta
rakyat Indonesia pada tahun 2019, atau sekitar 59% dari total populasi usia produktif (15-64
tahun) (KemenKopUKM, 2020)% Meski berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian
Indonesia, sebagian besar usaha mikro masih beroperasi secara informal dan terhambat oleh
rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses terhadap modal.®

Terbatasnya data yang terpilah secara gender (gender-disaggregated data) terkait usaha mikro di
Indonesia membuat sulit untuk mengetahui proporsi perempuan yang memiliki atau bekerja di
usaha mikro. Data yang tersedia untuk publik dari KemenKopUKM tidak memberikan angka yang
terpilah secara gender. Sejumlah estimasi dari berbagai studi, seperti Japhta et al. (2016, him. 7),
Wei (2018, hlm. 5), dan Dea (2019, hlm. 8) menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang memiliki*
atau bekerja di usaha mikro cukup besar, namun estimasi-estimasi ini cukup bervariasi. Seno-
Alday dan Bourne (2017, hlm. 3) memperkirakan bahwa, pada tahun 2015, jumlah usaha mikro
milik perempuan mencapai 24,7 juta, sedangkan jumlah usaha mikro milik laki-laki mencapai
32,4 juta. Estimasi ini berbeda dengan, misalnya, estimasi dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mencatat bahwa jumlah usaha mikro
milik perempuan mencapai 13,3 juta (Bank Dunia, 2016). Yang jelas, partisipasi perempuan
dalam usaha mikro sangatlah signifikan. Hal ini membuat penting bagi kita untuk memahami
berbagai karakteristik, tantangan, dan peluang perempuan dalam usaha mikro.

! Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang memenuhi setidaknya satu kriteria berikut ini: (1) memiliki
modal usaha sampai dengan paling banyak IDR 1 miliar (sekitar USD 68.336,21), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; ATAU (2) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak IDR 2 miliar (sekitar USD 136.672,44). Meski
makalah ini menggunakan definisi usaha mikro dari PP No. 7/2021, banyak studi terdahulu dan data dalam makalah ini yang
mengacu pada batasan maksimal modal dan hasil penjualan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20/2008 yang kini
telah diubah. Sehingga, jumlah usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro menjadi semakin banyak.

2 Populasi usia produktif merujuk pada data Bank Dunia. Dapat diakses di
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO?locations=ID

% Data dari Sensus Ekonomi Nasional 2016 menemukan bahwa hanya ada 4,3% dari keseluruhan usaha mikro non-pertanian di
Indonesia yang terdaftar (Bank Dunia, 2021).

“Usaha milik perempuan didefinisikan sebagai sebuah usaha yang lebih dari 50% kepemilikannya dimiliki oleh satu atau lebih
perempuan; atau setidaknya 20% kepemilikannya dimiliki oleh satu atau lebih perempuan, dan setidaknya salah satunya adalah
CEO/COO0; atau 30% dari dewan direksinya adalah perempuan (Japhta et al,, 2016, him. 2).



https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO?locations=ID
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Motivasi usaha bagi usaha mikro milik perempuan

Usaha mikro dapat dibagi ke dalam dua kategori, inovatif atau subsisten (Bhasin & Venkataramany,
2010, hlm. 97; Berner et al., 2012, him. 387-388; Valerio et al., 2014, him. 18-19; Tambunan, 2019,
hlm. 3). Kelompok yang pertama adalah para pengusaha yang termotivasi oleh peluang (opportunity-
driven), yang investasinya didedikasikan untuk memanfaatkan peluang pasar dan mengumpulkan
modal melalui ekspansi bisnis. Sedangkan, kelompok yang kedua sering dilabeli sebagai pengusaha
“karena kebutuhan” (necessity-driven) atau “subsisten”. Mereka terjun ke dunia usaha untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Para pengusaha subsisten di Indonesia meliputi pemilik
toko atau warung kecil dengan pendapatan kotor harian sekitar IDR 50.000 (sekitar USD 3,50)—
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari tersebut. Kedua kelompok ini memiliki tujuan
yang berbeda secara fundamental, sehingga menghadapi tantangan-tantangan dan membutuhkan
intervensi yang berbeda juga. Dukungan dalam berusaha sangat cocok untuk para pengusaha yang
didorong oleh peluang, tetapi bagi bagi para pengusaha subsisten, kemiskinan struktural menjadi
permasalahan yang harus diatasi (Bank Dunia, 2016).

. o Survei di 65 negara, termasuk Indonesia, oleh Global Entrepreneurship
Peran sosial tradisional Monitor menunjukkan bahwa pengusaha perempuan memiliki
menjadi masalah bagi kemungkinan 20% lebih besar daripada laki-laki untuk menjadi pengusaha
para pengusaha subsisten karena kebutuhan (Kelley, et al. 2016). Grup Bank Dunia (2016, him. 15)
juga menemukan bahwa mayoritas pengusaha perempuan di Indonesia

perempuan karena

menghalangi mereka
memasuki lapangan kerja
formal dan mendorong kerja formal dan mendorong mereka berwirausaha (Hallward-Drimeier,

mereka berwirausaha.  2013; Grup Bank Dunia, 2016). Kercheval et al. (2013) berpendapat bahwa
peran-peran tradisional dalam pekerjaan rumah tangga membingkai

membuka usaha karena kebutuhan.

Peran sosial tradisional menjadi masalah utama bagi para perempuan
pengusaha subsisten karena menghalangi mereka memasuki lapangan

karir formal sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan peran seorang istri atau ibu. Hal ini dapat
mendorong para perempuan yang memiliki peran utama sebagai istri atau ibu untuk memulai usaha
kecil dari rumah, yang memungkinkan mereka menyeimbangkan kedua peran tersebut secara lebih
mudah dibandingkan apabila mereka bekerja secara formal dan harus pergi ke tempat kerja.

Dibandingkan tenaga kerja formal, kewirausahaan mikro memiliki hambatan masuk yang
relatif rendah. Sertifikasi dan kualifikasi formal tidak dibutuhkan dalam memulai sebuah usaha
mikro. Hal ini membuat usaha mikro menjadi alternatif yang lebih mungkin dijalankan oleh
kelompok-kelompok rentan seperti para perempuan dengan pendapatan dan tingkat pendidikan
rendah (Berner et al., 2012, hlm. 385; Tambunan, 2019, hlm. 4). Hal ini nyata terjadi khususnya
di Indonesia, dimana sekitar 45% dan 44% perempuan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), secara berturut-turut, berasal dari rumah tangga berpendapatan dan
berpendidikan rendah. (Tambunan, 2017, him. 96).

Perempuan juga terkonsentrasi di sektor-sektor berpendapatan rendah dan kurang terwakili di
sektor-sektor berpendapatan tinggi, seperti diilustrasikan dalam Gambar 1. Karena harus tunduk
kepada peraturan-peraturan perburuhan seperti upah minimum, pekerjaan formal cenderung
menghasilkan lebih banyak uang daripada pekerjaan informal. Banyaknya perempuan dalam
kelompok berpendapatan rendah dapat menjadi indikasi bahwa perempuan lebih banyak bekerja
di sektor informal—termasuk di usaha-usaha mikro informal.




Gambar 1.
Pekerja berdasarkan jenis kelamin dan pendapatan
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2020b)
‘Pekerja’ terdiri atas buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas di sektor formal dan informal, pertanian dan non-pertanian.

Pengusaha perempuan subsisten dihadapkan dengan lebih banyak tantangan dalam
meningkatkan pendapatan dan cenderung bertahan di satu lini usaha yang sama (Grup Bank
Dunia, 2016), serta kemungkinan minim aspirasi untuk mengembangkan usaha mereka. Japhta
et al. (2016, hlm. 32) menemukan bahwa, meskipun pengusaha laki-laki maupun perempuan
di Indonesia utamanya menjalankan usaha untuk menghasilkan pemasukan, hanya ada 13%
dari pengusaha perempuan yang didorong oleh motivasi untuk ‘memiliki karir yang sukses'—7
poin persentase lebih rendah dari pengusaha laki-laki (20%) yang berpikir demikian. Dalam
jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis dan pertumbuhan
usaha. Survei Usaha di Indonesia (Indonesia Enterprises Survey) oleh Grup Bank Dunia (2009)
menemukan bahwa semakin besar ukuran suatu usaha, semakin kecil kemungkinannya dimiliki
oleh perempuan (Gambar 2). Potensi yang belum tersentuh dari usaha-usaha ini tidak hanya
dapat menyokong para pengusaha perempuan, tetapi juga perekonomian Indonesia.

Gambar 2.
Partisipasi perempuan dalam usaha berdasarkan ukuran usaha
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Tingkat informalitas dalam usaha milik perempuan

Data dari Sensus Ekonomi 2016 menemukan bahwa sebagian besar usaha di Indonesia
adalah usaha informal (Bank Dunia, 2021). Semakin kecil ukuran usahanya, semakin kecil pula
kemungkinannya untuk terdaftar. Mayoritas usaha non-pertanian menengah dan besar adalah
usaha terdaftar (81% dan 94%, secara berturut-turut). Sebagai perbandingan, hanya ada 4%
usaha mikro dan 17% usaha kecil yang beroperasi secara formal. Usaha-usaha milik perempuan
juga sebagian besar beroperasi secara informal (Berner et al., 2012, hilm. 387-388; Japhta et al.,
2016, him. 12).

Ada setidaknya tiga model yang menjelaskan mengapa banyak usaha memilih untuk tetap
beroperasisecarainformal(Rothenbergetal.,2016).Model exclusion menyatakan bahwaperaturan
dan biaya kepatuhan yang memberatkan mendorong informalitas, sedangkan model rational
exit berpendapat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk formalisasi usaha melebihi manfaatnya.
Model dual economy menekankan bahwa ekonomi informal melayani pasar dan konsumen yang
berbeda dengan pasar dan konsumen usaha formal. Ekonomi
Usaha mikro informal mudah informal juga bisa menjadi indikasi tumbuhnya kemiskinan.
untuk dimulai atau diikuti, Ketiga model ini berlaku dalam sektor informal yang besar
o . di Indonesia. Japhta et al.,, (2016, hlm. 12) menemukan bahwa
dan dapat menjad' solusi kurangnya insentif untuk mendaftarkan usaha memperburuk
jangka pendek di masa-masa kompleksnya proses perizinan, sehingga mengurangi minat

yang sulit. Namun, dalam pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin berusaha.
Jangka panjang, usaha mikro Usaha mikro informal mudah untuk dimulai atau diikuti, dan
kerap dihadapkan dengan dapat menjadi solusi jangka pendek di masa-masa yang sulit.
produktivitas yang rendah Namun, dalam jangka panjang, usaha mikro kerap dihadapkan
dan kecilnya kemungkinan dengan produktivitas yang rendah dan kecilnya kemungkinan
. L untuk beralih ke lini usaha yang lebih menguntungkan. Kecilnya
untuk beralih ke lini usaha laba yang didapatkan ketika beralih dari usaha mikro menjadi
yang lebih menguntungkan. usaha kecil atau menengah juga menghambat pertumbuhan
dan formalisasi. Selain itu, usaha besar lebih berkemungkinan
menerima bantuan pemerintah dibandingkan usaha kecil dan menengah. Ketika pandemi
COVID-19 melanda, misalnya, perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki
kemungkinan yang lebih besar unuk menerima insentif dan bantuan kredit dari pemerintah

(Bank Dunia, 2021).

Di samping tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para perempuan sebagai pemilik usaha,
penyampaian bantuan untuk perempuan secara umum juga memiliki beberapa kelemahan.
Sejumlah jenis bantuan sosial tertentu (seperti bantuan tunai) ternyata lebih berhasil
menjangkau kaum laki-laki daripada perempuan (UN Women 2020, hlm. 14-16), padahal
dampak negatif pandemi yang sebenarnya secara tidak seimbang lebih memengaruhi para
perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan halyang krusial dalam pemulihan
ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 (UN Women, 2020a; Bank Dunia, 2021), begitu pula dengan
kerangka regulasi yang mencakup berbagai tantangan dan dukungan atas kebutuhan para
pengusaha perempuan.




TANTANGAN BAGI PENGUSAHA MIKRO PEREMPUAN

Pengusaha-pengusaha mikro perempuan di Indonesia kerap menghadapi keterbatasan
akses terhadap pinjaman bank, penghasilan di bawah standar penghidupan, dan ketiadaan
perlindungan sosial. Tantangan-tantangan ini memang tidak hanya dihadapi oleh perempuan,
namun, bagi perempuan, hal ini diperburuk dengan dengan keterbatasan akses terhadap
aset, tingkat pendidikan yang rendah, dan norma budaya yang secara tidak proporsional
memengaruhi perempuan.

Akses terhadap pembiayaan

Rumah tangga miskin memerlukan akses terhadap jasa pembiayaan untuk modal memulai
dan mengembangkan usaha. Sayangnya, akses pembiayaan untuk perempuan terkadang
masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan memberikan dampak negatif terhadap
perempuan dalam mengakses kredit bank (SoFIA, 2017). Pemberi pinjaman beranggapan bahwa
tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi pula.
Meskipun bank tidak serta merta mengabaikan calon peminjam yang berpendidikan rendah,
asumsi ini bisa membatasi akses terhadap kredit.

Pendidikan rendah dan keterbatasan pengetahuan mengenai kredit bank juga memengaruhi
peminjam karena kredit formal bisa menjadi sesuatu yang mengintimidasi bagi calon peminjam.
Beberapa calon peminjam tidak mengerti bagaimana kredit dapat membantu bisnis mereka
(SoFIA, 2017; Dea, 2019). Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa kurang lebih 60% UMKM
Indonesia belum mempunyai akses pembiayaan dari bank (Bank Indonesia, hlm. 1). Mayoritas
UMKM jarang memiliki rekening bank sendiri karena mereka mengasosiasikan tabungan bank
dengan setoran bernilai besar dan untuk kepentingan jangka panjang daripada setoran harian
yang bernilai lebih kecil, yang lebih mungkin dilakukan dengan tingkat pendapatan mereka.

Wawancarayangdilakukan oleh penulisterhadap 95 pelaku usaha mikro perempuan diWonosobo,
Jawa Tengah Mengonfirmasi bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh. Kurangnya akses modal
usaha merupakan tantangan utama dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha yang
dijalankan oleh 55% responden. Tantangan lain yang umum dihadapi adalah ketakutan memiliki
utang kepada lembaga keuangan.

UMKM dengan skala kecil seringkali tidak memiliki cukup jaminan, sehingga membuat bank
menjadi lebih enggan memperpanjang kredit yang dibutuhkan untuk suntikan modal UMKM
(Arsana & Alibhai, 2016, hlm. 46; Tambunan, 2019, hlm. 11). Masalah ini menjadi semakin runyam
bagi perempuan sebagai kelompok yang memiliki aset lebih sedikit sebagai konsekuensi dari
norma gender yang tradisional di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh SoFIA (2017, him. 13—15)
di empat provinsi Indonesia (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan
Jawa Timur) menemukan bahwa kelompok masyarakat yang paling memiliki sedikit aset adalah
perempuan. Hal ini juga berlaku dalam hal kepemilikan tanah—hanya 19% perempuan memiliki
sertifikat tanah dengan namanya sendiri, sedangkan bagi kaum laki-laki adalah sebanyak 26%.
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Banyak perempuan yang menggunakan nama suaminya untuk aset yang dimilikinya (SoFIA,
2017, hlm. 15; Arsana & Alibhai, 2016, hlm. 32; Wei, 2018, hlm. 8). Bahkan ketika mereka memiliki
sertifikat tanah atas namanya sendiri, belum tentu yang bersangkutan memiliki kekuasaan penuh
atas penggunaan asetnya. Suami kerap memiliki posisi primer sebagai pengambil keputusan
dalam rumah tangga, dan izin suami merupakan syarat wajib dalam pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap keluarga yang bernilai (Wei, 2018, hlm. 8; Japhta,
2016, hlm. 63). Bahkan ketika perempuan memiliki peran aktif dan kontribusi ekonomi dalam
rumah tangga, norma gender dominan yang disematkan kepada laki-laki dalam pencarian
pendapatan rumah tangga dan penempatan perempuan pada urusan rumah tangga secara tidak
proporsional merugikan perempuan.

Pembagian pekerjaan berbasis gender

Dinamika kuasa dalam rumah tangga yang tidak setara juga berdampak terhadap keberlanjutan

usaha milik perempuan. Ketika perempuan diharapkan untuk mengurus sebagian besar

pekerjaan rumah tangga terlepas kontribusinya terhadap perekonomian keluarganya, mereka

seringkali tidak punya waktu yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Meskipun situasi

ini berpengaruh pula terhadap pengusaha perempuan yang

. . menjalankan usaha karena kesempatan (opportunity-driven),

Perempuan dlruglkan secara usaha subsisten milik perempuan lebih merasakan dampaknya.

tidak proporsional dalam Sebab, tanpa tanggung jawab rumah tangga pun, sulit bagi

situasi pandemi, sebab bekerja mereka untuk mengembangkan usahanya. Sebuah studi dari

Independent Research & Advisory Indonesia (IRAl) menemukan

bahwa 42% responden yang memulai usahanya sebagai

tanggung jawab pekerjaan penambah penghasilan suaminya biasanya mudah puas dan

rumah tangga dan mengurus cenderung untuk bertahan di ukuran mikro (Wei, 2018). Mereka

biasanya enggan mengembangkan usahanya dan lebih memilih
membatasinya dalam lingkup keluarga.

dari rumah berarti menambah

anggota keluarga—keduanya
merupakan pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab Perempuan dirugikan secara tidak proporsional dalam situasi

perempuan menurut kacamata pandemi, sebab bekerja dari rumah berarti menambah
.. tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan mengurus

norma gender tradisional 99tng | perer] 99 mens
anggota keluarga—keduanya merupakan pekerjaan yang

menjadi tanggung jawab perempuan menurut kacamata norma
gender tradisional (Power, 2020, him. 68—69). Selagi mencari jalan keluar dari pendapatan
yang berkurang, pengusaha mikro perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan tambahan
mengurus keluarga. Beberapa ibu tunggal yang juga merupakan pengusaha mikro dan kecil
dilaporkan telah terpaksa mengurangi pengeluaran untuk makan, pakaian, dan kebutuhan
tersier akibat dampak pandemi (UN Women, 2020b, hlm. 16).

Pengurangan pendapatan akibat
pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menambah tantangan bagi para pengusaha mikro tradisional
dan semakin menunjukkan kerentanan di sektor ekonomi informal. Karena masyarakat
menghabiskan sebagian besar waktu di rumah akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan,




permintaan (dan oleh karenanya, pendapatan) atas produksi usaha mikro dan kecil (UMK)
berkurang, mengakibatkan pembiayaan ongkos operasional menjadi sulit (Badan Pusat Statistik,
2020b, hlm. 10). Survei Badan Pusat Statistik (2020b, hlm. 8) terhadap 34.559 responden pada
bulan Juli menemukan bahwa 84% UMK mengalami penurunan pemasukan. Hasil survei UN
Women (2020b, hlm. 9) terhadap pengusaha UMK juga mendukung temuan tersebut. Ketiadaan
tunjangan pekerjaan dan perlindungan sosial turut memperburuk situasi ini.

Pengusaha perempuan informal juga acap kali dikecualikan dari program dukungan bersyarat
(means-tested benefits) dari pemerintah, baik karena basis data penerima yang tidak diperbarui
maupun karena kurangnya kesadaran akan program ini. Misalnya, paket stimulus COVID-19
dari pemerintah seperti bantuan tunai, perlindungan sosial, dan kredit modal kerja untuk UMK
dilaporkan lebih dapat menjangkau laki-laki daripada perempuan. Survei yang dilakukan UN
Women (2020, hlm. 14—16) terhadap 1.865 UMK menemukan bahwa 81% UMK informal milik
perempuan tidak menerima program-program tersebut. Hanya 11% perempuan menerima
bantuan melalui program perlindungan sosial—dua poin persentase lebih rendah dari yang
diterima laki-laki. Berdasarkan bukti anekdot dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada
beberapa alasan yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi. Seorang narasumber mengatakan
bahwa ia tidak mengetahui adanya program ini, sedangkan narasumber lain mengatakan bahwa
meskipun ia mengetahui adanya program ini, ia merasa tidak memenuhi syarat—meskipun
berdasarkan pendapatan rumah tangganya ia seharusnya memenuhi syarat sebagai penerima
bantuan (lihat Kotak 1 dan Kotak 2 pada Bagian 3 dan Bagian 4).
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MEMPERTAHANKAN USAHA MILIK PEREMPUAN
MELALUI E-COMMERCE

Digitalisasi usaha atau menggunakan internet untuk menjual dan/atau memasarkan produk
dikenal luas sebagai kegiatan e-commerce (perdagangan melalui sistem elektronik) dan
menjadi sebuah strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha di masa pandemi. E-commerce
tidak termasuk pesanan-pesanan yang dibuat melalui jaringan telepon, faksimile, atau pesanan
manual melalui surat elektronik, namun meliputi transaksi di pasar online dan media sosial.®

E-commerce dapat secara spesifik menguntungkan para pengusaha perempuan dengan
modal dan waktu yang terbatas (Theis & Rusconi, 2019, him. 4; UN Women, 2020b, hlm. 12).
Pasar online menyediakan akses yang cepat terhadap pasar yang langsung menghubungkan
konsumen dan produsen tanpa membutuhkan modal untuk membangun toko secara fisik,
sembari meminimalkan biaya transaksi dan inefisiensi rantai pasok. Penjual bisa berkoordinasi
dengan pemasok dan konsumen kapan saja dan mengantarkan produk pesanan menggunakan
jasa kurir. Menurut Badan Pusat Statistik (2020e, hlm. 15), empat dari lima pengusaha yang
memasarkan produknya secara online mengalami peningkatan penjualan.

Pengusaha mikro perempuan bisa menerima masukan secara langsung dari konsumen dan
membangun komunitas online untuk bertukar pengetahuan. Tak hanya itu, sistem administrasi
yang terdigitalisasi (seperti rekaman transaksi dan saldo rekening online) pada layanan
e-commerce juga mengurangi ongkos usaha. Penjual juga dapat menjalankan usahanya dari
rumah, yang menjadi penting khususnya bagi pengusaha perempuan yang membutuhkan
fleksibilitas tersebut untuk tetap berjualan di samping mengerjakan tanggung jawabnya
mengurus keluarga.

Dari segi penawaran, platform online mengoreksi informasi yang asimetris dan menghilangkan
tahap yang tidak diperlukan dalam rantai pasok, sehingga meminimalkan biaya transaksi.
Warung-warung kecil, atau kios yang menjual barang-barang konsumen yang bergerak cepat
(fast-moving consumer goods), di Bekasi atau pinggiran Jakarta kini memiliki akses pasar
yang lebih baik dan luas dan bisa dengan mudah membandingkan harga-harga secara online
(Adiwibowo et al., 2019, hlm. 610). Manfaat e-commerce tersebut memberikan kesempatan bagi
warung-warung untuk berkompetisi dengan waralaba minimarket modern.

Dari segi permintaan, adopsi penggunaan internet yang cepat oleh masyarakat Indonesia
berjalan beriringan dengan kebiasaan berbelanja mereka. Transaksi e-commerce pada tahun
2020 menghasilkan nilai barang dagangan bruto sebesar USD 32 miliar, bertambah 54% dari
tahun 2019. Terdapat peningkatan sebesar 37% dalam jumlah konsumen digital,® yang 97% di
antaranya diperkirakan terus menggunakan layanan digital setelah pandemi selesai (Google et

° Jenis lain e-commerce adalah “social commerce (perdagangan sosial)”, yakni gabungan media sosial dengan platform
e-commerce, pembayaran digital, dan platform layanan pengiriman (Theis & Rusconi, 2019, him. 4).

® Pengguna baru layanan digital: konsumen yang awalnya tidak berbelanja/mendaftar/berlangganan layanan digital, namun jadi
melakukan hal tersebut karena diberlakukannya kebijakan lockdown. Jumlah total responden adalah 2.762 orang.




al., 2020, hlm. 15). Badan Pusat Statistik (2020d, him. 19) juga menemukan bahwa 42% rumah
tangga di Indonesia terlibat lebih banyak dalam transaksi e-commerce selama Maret 2020.
Sektor senilai $44 miliar ini diperkirakan mengalami presentase pertumbuhan sampai dua digit
untuk beberapa tahun ke depan—dan usaha mikro akan diuntungkan dari hal ini.

Kotak 1
Dampak Positif Tidak Terduga dari Pandemi pada Usaha Mikro Milik Perempuan
di Daerah Perkotaan

Andini (2020) adalah pengusaha mikro online berusia akhir 20-an tahun yang bertempat
tinggal di Jakarta. la telah menjual daging beku selama setahun melalui pasar online
dan media sosial. Sebelum menjadi seorang pengusaha, ia adalah karyawati sebuah
perusahaan swasta. Kini, ia fokus membangun usahanya sambil mengurus ketiga anggota
keluarganya. Suaminya bekerja di sektor formal dan tidak terlibat dalam usahanya.

Ketika kebijakan pembatasan jarak fisik pertama kali diterapkan, penjualan Andini
meningkat, namun mulai kembali normal seiring bertambahnya jumlah kompetitor.
Secara keseluruhan, penjualannya telah meningkat selama pandemi karena masyarakat
telah beralih belanja secara online dan memilih memasak di rumah. Andini berencana
melanjutkan menjual daging tak hanya melalui pasar online, tetapi juga sebagai penyuplai
bagi hotel atau restoran. la juga berharap dapat memiliki restoran barbekunya sendiri.

Melalui situs web Online Single Submission (0SS), Andini mendapatkan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) untuk usaha mikronya. Meskipun prosesnya sederhana, izin
tersebut membutuhkan dokumen-dokumen yang perlu dilegalisasi oleh notaris yang
membutuhkan biaya besar. la sadar pentingnya legalitas tersebut karena ia menjual
makanan dan ia paham bahwa izin akan mempermudah aksesnya terhadap kredit bank.

la tidak tahu mengenai program pelatihan atau bantuan tunai dari pemerintah untuk
pengusaha mikro.

Sumber: Wawancara yang dilakukan oleh penulis

Badan Pusat Statistik (2020f) mencatat bahwa sebagian besar pedagang online pada tahun 2020
adalah pedagang informal dan merupakan usaha dengan pendapatan kurang dari IDR 300 juta,
yang menempatkan mereka dalam kategori usaha mikro. Akan tetapi, ketika jumlah pedagang
online dibandingkan dengan total jumlah usaha yang ada, proporsi usaha online masih tergolong
minor, terlepas dari manfaat e-commerce untuk segmen ekonomi tersebut. Sebelum pandemi,
Badan Pusat Statistik (2019b) mencatat bahwa hanya ada 15% usaha yang menggunakan
platform online untuk menjual produknya. Beberapa alasan yang membuat usaha lainnya belum
menggunakan platform online adalah “tidak tertarik” atau “merasa lebih nyaman menjual secara
offline”, kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam hal e-commerce, dan kekhawatiran
akan isu privasi, keamanan, kepercayaan, dan hal-hal teknis (Gambar 5). Sayangnya, tidak ada
data yang terpilah secara gender terkait penggunaan e-commerce oleh usaha mikro.
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Gambar 3.
Alasan-alasan usaha tidak beralih online
u Tidak tertarik
m Lebih nyaman berjualan secara offline
®m Kurang pengetahuan dan keahlian
m Kekhawatiran isu keamanan
m Kekhawatiran isu privasi

Kekhawatiran isu kepercayaan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019b)
Pertanyaan ini diberikan kepada usaha-usaha offline. Persentase menunjukkan
proporsi usaha yang memberikan setiap opsi sebagai jawaban.

Selama pandemi, semakin banyak UMK di Indonesia yang menyadari potensi usahanya apabila
beralih ke pasar online, sering kali karena alasan kebutuhan akibat adanya pembatasan
mobilitas. Dari Maret-Juni 2020, jumlah UMK yang menjadi mitra’” Go-jek® dan menggunakan
platform tersebut untuk menjual makanan dan minuman secara online mengalami peningkatan
sebesar 41% (Walandouw et al., 2020, hlm. 5). Peningkatan yang serupa juga dapat dilihat pada
Grab, penyedia aplikasi super lainnya, yang menyambut 350.000 UMKM baru pada tahun 2020
(Grab, 2020).

Terlepas dari potensi-potensi keuntungan digitalisasi bagi para pengusaha perempuan, transisi
menuju e-commerce dapat menjadi sesuatuyang sulit. Untuk memanfaatkan ledakan digitaldalam
perekonomian Indonesia, dibutuhkan familiaritas dan pengetahuan dasar tentang internet, yang
juga berkorelasi dengan latar belakang pendidikan dan literasi. Ada lebih banyak perempuan (4%)
dibandingkan laki-laki (2%) berusia 15 tahun ke atas yang tidak pernah mengemban pendidikan
(Badan Pusat Statistik, 2019c). Tingkat pendidikan formal berkorelasi positif dengan penggunaan
internet di Indonesia. Proyek Survei Nasional Indonesia (Indonesia National Survey Project) 2017
oleh ISEAS menyoroti bahwa internet digunakan oleh 84% responden berpendidikan tinggi, 43%
responden berpendidikan menengah, dan hanya 7% responden berpendidikan rendah (Azali,
2017). Perempuan juga memiliki kemungkinan buta aksara yang lebih besar dibandingkan
laki-laki (Gambar 4), yang membatasi kemampuan mereka dalam menggunakan internet dan
memanfaatkan ledakan ekonomi digital.

7 Jumlah sampel total: 8.249 responden.
® Gojek adalah platform teknologi multi layanan sesuai permintaan (on-demand) terkemuka di Indonesia yang menyediakan
akses terhadap berbagai layanan digital, meliputi transportasi, pembayaran, makanan antar, logistik, dan banyak lagi.




Gambar 4.
Angka buta aksara populasi usia 10 tahun ke atas

5,42%

512% 4,92%
2,64% 2,30% 2,32%
2018 2019 2020

® Perempuan ® Laki-laki

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020c)

Dari statistik yang prediktif ini, tidaklah mengejutkan jika jumlah pengguna internet perempuan
lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sejak tahun 2017 hingga 2019, jumlah pengguna internet
perempuan secara konsisten berada pada 4 sampai 6 poin persentase lebih rendah daripada laki-
laki (Gambar 5). Mungkin, sebagai akibatnya, literasi teknologi informasi (Tl) dan komputer pada
populasi usia produktif lebih rendah di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki (Gambar 6).
Dengan demikian, adalah hal yang masuk akal untuk mempertanyakan apakah ledakan digital
memberikan manfaat yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Gambar 5. Gambar 6.
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2019c) Sumber: Badan Pusat Statistik (2020g)

Angka buta aksara perempuan (Gambar 4), penggunaan internet dan keterampilan Tl (Gambar
5 & 6), serta fakta bahwa keterampilan teknis menjadi salah satu alasan utama banyak usaha
memilih tidak beralih online (Gambar 3) berkontribusi terhadap kesenjangan struktural antara
kemampuan laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan ekonomi digital. Pengetahuan
teknis dan keterampilan digital yang penting bagi para pelaku usaha yang ingin memasuki pasar
digital sulit dijangkau oleh kaum perempuan. Ketidaksetaraan gender dalam hal akses terhadap
pendidikan dasar—yang dibuktikan oleh tingkat pendidikan dan angka buta aksara—memiliki
dampak negatif jangka panjang terhadap perempuan, yang tidak hanya memaksa mereka
melakukan pekerjaan-pekerjaan informal berisiko tinggi, tetapi juga menghalangi mereka dalam

N
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mengakses pinjaman bank dan memanfaatkan ekonomi digital. Supaya ledakan digital dapat
menjadi inklusif secara gender, para penyusun kebijakan Indonesia harus merancang intervensi-
intervensi yang juga sensitif terhadap perbedaan gender.

Wawancara penulis dengan 95 pengusaha mikro perempuan di Wonosobo, Jawa Tengah,
mengonfirmasi adanya kebutuhan akan pelatihan digital bagi para pengusaha perempuan.
Ketika ditanya mengenai hambatan utama dalam menggunakan platform digital, kurangnya
keterampilan (45%) menjadi jawaban yang paling banyak, diikuti dengan minimnya strategi
pemasaran dan promosi (24%), dan masalah konektivitas (contoh: sinyal buruk, perangkat tidak
memadai) (14%). Masalah konektivitas mungkin tidak menjadi tantangan utama dalam sampel
ini karena para responden tinggal di Jawa, wilayah yang paling terhubung di Indonesia. Namun,
di Papua atau Nusa Tenggara, hanya ada satu dari tiga orang yang memiliki akses internet.
Sehingga, manfaat e-commerce di daerah-daerah ini menjadi terbatas (Bank Dunia, 2021).

Mayoritas responden menyatakan ketertarikannya untuk mencari peluang pasar digital, tetapi
tidak begitu memahami fitur-fitur platform digital dan tidak memiliki keterampilan pemasaran.
Akibatnya, banyak dari mereka yang mengandalkan penjualan melalui WhatsApp kepada jejaring
sosialnya. Hanya ada 15 dari 95 responden yang memiliki akun platform e-commerce. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian perempuan-perempuan ini tidak mendapat peluang pasar yang
lebih besar di platform-platform digital.

Berbagai upaya peningkatan literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah tampaknya
memberi hasil yang terbatas, khususnya bagi perempuan. Program-program seperti pelatihan
menggunakan dan mengelola toko online atau pemasaran digital; penyediaan repositori
pembelajaran online untuk pembelajaran otodidak; boot camp untuk perusahaan-perusahaan
start up kecil yang membantu digitalisasi usaha mikro; pendampingan online; dan pemrioritasan
UMKM domestik untuk menyuplai kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah telah diluncurkan
oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin),” Kementerian Perdagangan (Kemendag),'
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),"" Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (KemenKopUKM),'? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),'® Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)'4, dan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (KemenBUMN). Pendekatan tambal sulam ini merupakan akibat dari kurangnya strategi
nasional untuk meningkatkan literasi digital. Agenda yang terpisah-pisah ini bisa menjadi salah
satu alasan mengapa program-program tersebut tidak berhasil meyakinkan usaha-usaha milik
perempuan untuk beralih online (CMEA & Prospera, 2020, him. 1-2). Evaluasi atas keefektifan
program-program ini juga tidak dilakukan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi peluang-
peluang perbaikan.

7 Detail selengkapnya tersedia di https://www.kemenperin.go.id/artikel/21775/Bangkitkan-Semangat-Usaha-Pelaku-1KM,-
Kemenperin-Gelar-Pelatihan-Digital

1% Detail selengkapnya tersedia di http://ditjenpdn.kemendag.go.id/assets/sideslider/Kemendag_dan_Facebook.pdf

" Detail selengkapnya tersedia di https://www.kominfo.go.id/content/detail/28026/kolaborasi-pemerintah-startup-
dorong-digitalisasi-umkm-dan-ikm/0/berita_satker dan https://kominfo.go.id/content/detail/29893/siaran-pers-no-
125hmkominfo102020-tentang-berdayakan-umkm-tanah-air-lewat-pelatihan-untuk-percepat-transformasi-digital-
nasional/0/siaran_pers

12 Detail selengkapnya tersedia di http://www.depkop.go.id/read/30-inovator-terpilih-ikut-bootcamp-pahlawan-digital-umkm dan
http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-ukm-percepat-umkm-go-digital

'3 Detail selengkapnya tersedia di https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-dengan-program-
simpul-talenta

' Detail selengkapnya tersedia di http://www.lkpp.go.id/v3/public/read/5893
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Peta Jalan E-Commerce Nasional 2017-2019 mengoordinasi
tugas-tugas antar kementerian dan lembaga pemerintah
untuk mendukung aktivitas e-commerce, tetapi mengabaikan
kesenjangan gender dalam pertimbangan-pertimbangannya,
sehingga gagal memberikan intervensi-intervensi yang sensitif
gender. Saat ini, pemerintah sedang menggodok Peta Jalan
Transformasi Digital 2021-2024 dan Strategi Nasional Ekonomi
Digital untuk menyelaraskan upaya-upaya digitalisasi nasional.
Kedua dokumen ini sepatutnya tidak membuat kesalahan yang
sama. Kesenjangan gender yang menghalangi para pengusaha
perempuan untuk memanfaatkan ekonomi digital harus
dipertimbangkan, dan dukungan yang diperlukan dari badan
dan kementerian yang relevan juga perlu disusun.

Kesenjangan gender

yang menghalangi para
pengusaha perempuan dari
memanfaatkan ekonomi digital
harus dipertimbangkan, dan
dukungan yang diperlukan dari
badan dan kementerian yang
relevan juga perlu disusun.
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ANALISIS KERANGKA REGULASI E-COMMERCE

Kegiatan e-commerce di Indonesia diatur di bawah dua sektor yang dinamis—perdagangan dan
digital. Masing-masing sektor tersebut diatur oleh sebuah payung hukum: Undang-Undang No.
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7/2014 atau UU Perdagangan) dan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya
No. 19/2016. UU Perdagangan berfokus untuk memastikan keamanan kegiatan perdagangan,
sembari memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional. UU ini mendefinisikan e-commerce
sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)", dan mewajibkan para pelaku usaha
online untuk memberikan informasi-informasi penting seperti identitas dan legalitas pemilik
usaha/produsen, harga, metode pembayaran, dan cara penyerahan barang. UU ITE mengatur
sistem informatika dan manajemen transaksi online secara umum.

|zin berusaha pasca-Omnibus Law secara umum:
rezim perizinan berbasis risiko

UU Cipta Kerja yang baru saja diberlakukan memperkenalkan rezim perizinan berusaha baru di
Indonesia. Undang-Undang ini menyederhanakan banyak persyaratan perizinan yang sebelumnya
tersebar dalam peraturan dan produk hukum yang berbeda-beda, serta menciptakan sistem
perizinan baru berbasis risiko. Sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah
No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5/2021) memberi
rincian terkait proses perizinan berusaha berdasarkan risiko kegiatan usahanya.”® Usaha dengan
risiko rendah membutuhkan izin yang lebih sedikit, sedangkan usaha-usaha berisiko tinggi harus
menjalani pemeriksaan yang lebih ketat sebelum dapat berjalan (Tabel 1).

Tabel 1.
Perizinan berbasis risiko

Tingkat risiko Tahap persiapan IELETY Kegiatan Catatan
operasional komersial

Risiko rendah Nomor Induk Berusaha atau NIB NIB berlaku sebagai izin
berusaha, sertifikasi Standar
Nasional Indonesia (SNI), dan
pernyataan yang dideklarasikan
sendiri oleh pelaku usaha
terkait jaminan produk halal

2 Risiko menengah rendah  NIB dan Sertifikat Standar (belum terverifikasi)*

3 Risiko menengah tinggi NIB dan Sertifikat ~ NIB dan Sertifikat Standar
Standar (belum (terverifikasi)*
terverifikasi)*

4 Risiko tinggi NIB Izin usaha dan mungkin
Sertifikat Standar (terverifikasi)*

*Sertifikat Standar yang belum terverifikasi berbentuk penilaian yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha, sedangkan Sertifikat
Standar yang terverifikasi harus dinilai oleh lembaga(-lembaga) pemerintah, tergantung jenis kegiatannya.

' Tingkat risiko dinilai berdasarkan kemungkinan dampak usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan
penggunaan dan pengelolaan sumber daya.




Peraturan Pemerintah No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7/2021) menekankan bahwa rezim
regulasi yang baru ini juga berlaku untuk usaha mikro dan kecil. Maka dari itu, usaha mikro
konvensional yang dijalankan secara offline diwajibkan untuk setidaknya memiliki NIB meski
risiko kegiatan usahanya kecil. Status risiko kegiatan usaha ditetapkan oleh lampiran PP No.
7/2021 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Di bawah ini merupakan
contoh bagaimana peraturan ini berlaku untuk usaha-usaha mikro ritel kecil, pedagang kaki
lima, dan industri pengolahan makanan:

Tabel 2.
Contoh-contoh penerapan perizinan berbasis risiko

Skala usaha | Tingkat risiko Otoritas yang mengeluarkan

Ritel produk makanan Gubernur atau Bupati/Wali Kota
Ritel produk tekstil Semua Rendah NIB
Pedagang kaki lima

Industri pengolahan Kecil dan Menengah NIB dan Sertifikat ~ Gubernur atau Bupati/Wali Kota
daging sapi dan unggas  menengah rendah Standar

Upaya untuk melonggarkan hambatan masuk guna mendorong formalisasi usaha-usaha mikro
dapat dilihat pada contoh-contoh di atas. Sebagian besar usaha skala kecil, seperti ritel produk
makanan dan tekstil atau pedagang kaki lima, hanya memerlukan NIB untuk dapat berjalan. Di
bawah peraturan sebelumnya, para pengusaha mikro harus memiliki NIB serta mendapatkan Izin
Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Proses mendapatkan
SIUP yang memakan biaya dan waktu tersebut mulanya berlaku untuk seluruh jenis usaha (Sane,
2020, hlm. 4). Sebagai tanggapan atas hal tersebut, IUMK diluncurkan pada tahun 2014 untuk
memberikan jalur yang mudah bagi para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kepastian hukum.
Akan tetapi, tidak ada informasi terkait apakah IUMK menggantikan SIUP atau apakah keduanya
memiliki tujuan yang berbeda dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83/2014. Hal ini banyak
membingungkan para pelaku usaha dan pemerintah daerah. Dalam kenyataannya, sebagian besar
usaha mikro memilih untuk tetap berjalan secara informal, sementara sebagian kecil lainnya yang
ingin mengajukan izin lebih memilih IUMK daripada SIUP (Putro, 2020; Saraswati, 2020).

Sayangnya, rezim regulasi berbasis risiko yang baru ini meninggalkan ketidakpastian terkait
sejauh mana usaha mikro dapat beroperasi hanya dengan NIB. Sebuah simulasi pendaftaran
yang dilakukan menggunakan sistem 0SS menunjukkan bahwa sebuah warung kecil di Kupang,
Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Izin Edar, Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik (CPPOB), dan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi BAPOK (TDPUD). Demikian pula, sebuah
produsen makanan rumah tangga di Padeglang, Banten, juga membutuhkan SPPL dan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Formalisasi ekonomi informal dapat memberikan hasil-hasil positif baik kepada negara maupun
usaha. Negara dapat memperluas basis pajaknya dan meningkatkan kapasitas pembelanjaan,

' Simulasi dilakukan oleh penulis pada tanggal 30 April 2021
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) sementara usaha-usaha formal melindungi pekerjanya
Pendekatan yang bersifat tOp' dari penghasilan di bawah upah minimum dan menciptakan

down dan otoriter justru akan lebih akses terhadap asuransi dan tunjangan kerja. Namun
menimbulkan kerugian daripada demikian, pendekatan yang bersifat top-down dan otoriter
manfaat. Sehmgga'SIkap pejabat Sehingga, sikap pejabat yang memfasilitasi, alih-alih
yang memfasilitasi, alih-alih memaksa, dapat dipertimbangkan untuk meminimalkan
memaksa dapat dipertimbangkan kelemahan peraturan ini, mengingat besarnya sektor
.. informal di Indonesia. Kegagalan dalam mendorong

untuk meminimalkan kelemahan - . . .
o ) formalisasi usaha perlu dipandang sebagai pertanda dari

peraturan ini, mengingat besarnya kemiskinan, bukannya pembangkangan oleh pelaku usaha.

sektor informal di Indonesia. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan formalisasi
membutuhkan reformasi sosial ekonomi secara luas.

justru akan lebih menimbulkan kerugian daripada manfaat.

Persyaratan perizinan untuk usaha online

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP
No. 80/2019) merupakan peraturan teknis utama yang mengatur kegiatan-kegiatan e-commerce.
Peraturan ini mencakup lingkup e-commerce yang kian berkembang dan menyediakan
pedoman hukum, termasuk kewajiban pelaku usaha, kontrak elektronik, pengumpulan data,
pembayaran elektronik, pengiriman, dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini mengamanatkan
pemrioritasan barang atau jasa dalam negeri, upaya untuk meningkatkan daya saingnya, dan
berbagai dukungan untuk produk-produk dalam negeri (Aprilianti, 2020, hlm. 13; Medina, 2020).
Peraturan ini juga mewajibkan usaha-usaha e-commerce untuk mematuhi instruksi perizinan
dari peraturan-peraturan menteri lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 15 dalam PP No. 80/2019, Kemendag menerbitkan Permendag
No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan
Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 50/2020), yang
memberirincian terkait perizinan dalam e-commerce. Permendag No. 50/2020 mengelompokkan
pelaku usaha e-commerce ke dalam tiga kategori:

1. Pedagang (merchants): Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa melalui sistem
elektronik, yang dapat dikelola sendiri (contoh: situs web toko) atau melalui sarana milik
penyedia platform.

2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE): Penyedia platform
marketplace online seperti platform e-commerce dan penjual yang menjual secara online
melalui situs web miliknya sendiri.

3. Penyelenggara Sarana Perantara (PSP): Pelaku usaha yang menyediakan sarana
komunikasi elektronik, yang berfungsi sebagai perantara pengirim dan penerima melalui
layanan seperti mesin pencarian, hosting, dan caching.

Permendag No. 50/2020 menekankan bahwa pedagang online harus memiliki izin berusaha
sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang umum dan peraturan perizinan berusaha.
Pasal 80 (2) PP No. 80/2019 mengatur tentang ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan.




Penjual online yang tidak mematuhi peraturan perizinan dapat diberi sanksi administratif,
mulai dari peringatan tertulis hingga dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist). Di samping
memperkuat perlindungan konsumen, izin berusaha untuk penjual online ditujukan untuk
menciptakan ekosistem yang setara bagi para pedagang online dan offline, dan produsen dalam
negeri dan luar negeri (Andrianita, 2019; Perwakilan Kementerian Perdagangan, 2020).

Namun, karena sektor kewirausahaan di Indonesia, baik online maupun offline, didominasi
oleh usaha informal dan mikro, pemberlakuan sanksi administrasi kepada bisnis online
informal berisiko memberi dampak ekonomi yang negatif terhadap usaha-usaha mikro. Sanksi
administrasi ini juga dapat menghalangi usaha-usaha konvensional dalam beralih menjadi
online, sehingga menghambat mereka memanfaatkan momen ledakan digital ketika mereka
membutuhkannya di kala pandemi. Upaya formalisasi usaha melalui Permendag No. 50/2020
dan PP No. 80/2019 tidak sepatutnya mengganggu akses pasar usaha mikro.

Upaya-upaya formalisasi yang memakan biaya dan bersifat menghukum juga dapat mendorong
para penjual di platform-platform e-commerce beralih menggunakan media sosial atau platform
lainnya dengan fitur yang kurang memadai dan tidak aman. Platform-platform e-commerce
besar di Indonesia telah mengakui pentingnya layanan yang berorientasi pada konsumen dan
menambahkan fitur-fitur seperti Ulasan Konsumen Online, rekening bersama (rekber), dan
mekanisme komplain dan pengembalian dana (Primawan, 2020; Saputra & Singgih, 2019, him.
124-132; Farki, 2016, hlm. 5-7, 16-18). Jika upaya legalisasi usaha dalam Permendag No.
50/2020 memicu para penjual beralih menuju platform media sosial yang tidak aman, justru
konsumen berisiko dirugikan.

Selain izin berusaha reguler, Permendag No. 50/2020 mewajibkan penjual online dalam negeri yang
memiliki situs web yang dikelola sendiri, dan PPMSE dan PSP untuk mempunyai Surat Izin Usaha
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) sebagai izin tambahan untuk kegiatan online.

Pedagang luar negeri harus memilikiizin berusahayang valid dari negara asal, dan mendaftarkan
izinnya ke PPMSE dalam negeri yang menjadi afiliasinya. Apabila tidak memiliki SIUPMSE,
pedagang luar negeri dapat dikenai sanksi administratif: peringatan tertulis, diberikan paling
banyak tiga kali; dimasukkan ke dalam daftar hitam; dan penghentian kegiatan usaha.

Jumlah UMKM dengan situs web yang dikelola sendiri di
Indonesia semakin berkembang. Laporan dari Niagahoster Ketika sanksi seperti daftar
(2021), sebuah penyedia layanan hosting web, menunjukkan . .

adanya peningkatan permintaan dari UMKM untuk membuat hitam atau penghentlan usaha
situs web mereka sendiri. Sekitar 42% dari pemilik usaha diberlakukan, usaha mikro
yang disurvei setuju bahwa situs web usaha perlu dibuat yang dijalankan atas dasar
untuk kegiatan usaha awal. Mewajibkan SIUPMSE dapat
memperlambat progres peralihan usaha menjadi online,
terlebih mengingat rendahnya pemahaman para pengusaha literasi digital rendah dan

mikro tentang manfaat memiliki izin. Ketika sanksi seperti kurang memahami persyaratan

daftar hitam atau penghentian usaha diberlakukan, usaha hukum yang kompleks, menjadi
mikro yang dijalankan atas dasar kebutuhan, yang memiliki . . . .
pihak yang paling dirugikan.

literasi digital rendah dan kurang memahami persyaratan
hukum yang kompleks, menjadi pihak yang paling dirugikan.

kebutuhan, yang memiliki
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Pemahaman tentang kewajiban perizinan, bahkan untuk izin secara umum, di kalangan
pengusaha mikro Indonesia masih terbilang rendah. Temuan dari wawancara dengan sejumlah
perempuan pengusaha mikro, fasilitator program digitalisasi usaha, dan pejabat pemerintah
daerah mengungkap bahwa mereka masih tidak mengerti tentang adanya persyaratan bahwa
mereka yang menjalankan usaha online harus memilih jenis usaha berdasarkan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (Wanudyaningrum, 2020; Tasse, 2020; Saraswati, 2020; Sunarto,
2020a). Di daerah-daerah pedesaan, para petani dan pedagang subsisten sering mengalami
kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bachtiar et al., 2020, hlm. 40). Mereka yang
mengalami kesulitan dengan persyaratan mendasar seperti ini kemungkinan tidak memahami
kewajiban SIUPMSE, apalagi mengajukan permohonan untuk itu.

Isu inklusivitas dalam sistem 0SS

Pelaku usaha Indonesia harus masuk ke situs web Online Single Submission (0SS),"” sebuah
sistem perizinan terintegrasi, untuk mengajukan permohonan izin perdagangan umum dan
SIUPMSE. 0SS diluncurkan pada tahun 2018 dengan harapan mengurangi tindak korupsi oleh
pejabat pemberiizin dan mendorong formalisasi UMKM. Namun, 0SS masih belum menunjukkan
kemajuan yang signifikan dalam hal formalisasi usaha-usaha mikro. Sejumlah pengusaha mikro,
khususnya yang berusia lanjut, tidak familier dengan sistem online ini'® (Jaweng et al., 2019, hlm.
52). Sekali lagi, hal ini berakar dari rendahnya literasi digital, sehingga pemaksaan untuk patuh
kepada peraturan bukanlah solusi yang tepat. Kurangnya familiaritas pengusaha-pengusaha ini
dengan sistem online juga dapat menciptakan kesempatan adanya pungutan liar oleh pejabat
pemerintah lokal untuk izin-izin yang tidak seharusnya membutuhkan biaya (Sugiyanto et al.,
2020, p. 289-290).

7 Dapat diakses di https://oss.go.id/portal/
'® Dilaporkan dalam Laporan Evaluasi 0SS oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).



https://oss.go.id/portal/

Kotak 2
“E-Mail Itu Apa?”

Ibu Tasse adalah seorang perempuan pengusaha mikro yang tinggal di sebuah
desa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. la berusia 60 tahun,
sudah menikah, dan memiliki dua anak yang sedang bersekolah di SMP pesantren.
Pendapatan keluarganya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ia
memutuskan untuk berjualan sesuatu untuk menambah pendapatan suaminya yang
bekerja sebagai penjaga tambak kecil.

Ibu Tasse dulunya berjualan pakaian wanita di pasar. Pasar tersebut ditutup akibat
COVID-19, sehingga ia beralih menjajakan nasi kuning di ujung jalan dekat rumahnya.
la telah menjual menu sarapan ini kepada warga sekitar selama dua bulan dengan
harga IDR 5.000 (USD 40 sen) per porsi. Ketika laris, ia dapat menjual 60 porsi dalam
sehari. la memasak nasi dan mengelola usahanya sendiri tanpa bantuan suaminya
yang menjaga tambak kecil, meski terkadang suaminya ikut membantu memotong
sayuran. |lbu Tasse tidak pernah mendapatkan izin untuk usahanya, dan ia juga tidak
merasa itu perlu karena hasil usahanya sangatlah kecil.

Meski mendapatkan akses internet yang memadai di daerahnya, Ibu Tasse memiliki
pemahaman yang terbatas dalam menggunakan teknologi, dan bahkan bertanya,
“E-mail itu apa?” ketika diwawancarai. la memiliki sebuah ponsel genggam, namun
hanya ia gunakan untuk menelepon atau mengirim pesan. Tak pernah terpikir olehnya
untuk menggunakan e-commerce, tetapi ia pernah mendengar tentang WhatsApp dari
tetangga-tetangganya. la ingin menerima pesanan menggunakan WhatsApp, namun ia
tidak memiliki sepeda motor dan tidak ada layanan kurir instan untuk mengantarkan
pesanannya.

Ibu Tasse mengerti bahwa ada program bantuan tunai sebesar IDR 2,4 juta meski
ia tidak menjadi penerimanya. la mengerti tentang program ini karena salah satu
tetangganya adalah penerima. la tidak memiliki niat untuk bertanya kepada Lembaga
Koperasi dan UMK setempat untuk informasi lebih lanjut mengenai program bantuan
ini karena ia percaya bahwa keadaannya saat ini adalah kehendak Tuhan.

Sumber: Tasse, 2020. Wawancara yang dilakukan oleh penulis.
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REKOMENDASI

Menimbang berbagai karakteristik dan tantangan yang dihadapi para pengusaha mikro
perempuan, makalah ini mengusulkan tiga rekomendasi kebijakan: (1) Memperbaiki data UMKM
yang terpilah secara gender; (2) Mengoordinasikan upaya-upaya intervensi yang sensitif gender;
dan (3) Mengubah Permendag No. 50/2020 untuk menghapus sanksi administrasi bagi usaha
mikro online dan membebaskan mereka dari persyaratan SIUPMSE.

Memperbaiki data UMKM yang terpilah
secara gender

Kebijakan yang efektif dan tepat sasaran berawal dari data yang reliabel. KemenKopUKM,
berkoordinasi dengan BPS, sebaiknya menyusun data yang terpilah secara gender terkait UMKM
di Indonesia, yang secara rutin diperbarui. Basis data ini dapat menjadi dasar dalam menyusun
strategi-strategi untuk mendukung usaha mikro.

Data yang dikelola oleh KemenKopUKM'? setidaknya hingga tahun 2020 masih belum cukup. Data
tersebut dipublikasikan hanya setahun sekali dalam bentuk satu dokumen pdf, bukan sebagai
sebuah sistem atau basis data. Basis data UMKM yang transparan, komprehensif, dan terpilah
secara gender akan membantu para pembuat kebijakan merancang intervensi-intervensi yang
dibutuhkan untuk membantu usaha-usaha mikro milik perempuan. Ketika data ini tersedia bagi
publik, pemangku-pemangku kepentingan non-pemerintah juga diharapkan dapat membuat
inisiatif-inisiatif yang lebih berdasar untuk mendukung usaha-usaha mikro milik perempuan.

Data yang reliabel memungkinkan para pembuat kebijakan mengalokasikan sumber daya ke
sektor yang paling membutuhkan. Dalam intervensi terhadap usaha mikro milik perempuan,
data yang terpilah secara gender akan membantu mengevaluasi upaya-upaya dukungan di
masa lalu yang tidak berhasil menjangkau perempuan, termasuk program bantuan sosial ketika
pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 (UN Women 2020, hlm. 14-16).

Para pemangku kepentingan swasta seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas akar
rumput, dan perusahaan juga dapat terbantu dengan adanya akses terhadap data yang reliabel,
yang turut membantu mereka merancang program-program pemberdayaan usaha mikro milik
perempuan yang dapat menghasilkan laba sosial tertinggi.

" Tersedia di http://www.depkop.go.id/data-umkm
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Menambahkan aksi-aksi terkoordinasi yang
sensitif gender ke dalam peta jalan transformasi
digital dan strategi nasional ekonomi digital

Upaya-upaya digitalisasi Indonesia tersebar di setidaknya 12 lembaga pemerintah, sehingga
memberikan hasil yang tidak optimal, khususnya dalam mengatasi tantangan-tantangan yang
dihadapi oleh usaha mikro milik perempuan. Kementerian dan lembaga pemerintah harus
membuat upaya-upaya yang terkoordinasi dan sensitif gender, yang perlu diformalisasi dalam
strategi dan rencana tingkat nasional seperti Peta Jalan Transformasi Ekonomi Digital 2021-
2024 dan Strategi Nasional Ekonomi Digital—yang keduanya sedang digodok oleh pemerintah.

Dalam upaya-upaya kementerian dan lembaga pemerintah yang telah dilakukan sebelumnya,
pemerintah belum dapat membuat dukungan yang terkoordinir dan sensitif gender untuk
usaha mikro. Usaha mikro masih dianggap sebagai sebuah kelompok yang homogen, sehingga
keragaman gender kerap diabaikan dalam kerangka-kerangka kerja dan strategi-strategi
nasional. Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce)
Tahun 2017-2019, misalnya, tidak memasukkan pertimbangan terkait gender dalam program-
program dan target-targetnya.

Belajar dari hal ini, baik Peta Jalan Transformasi Ekonomi Digital 2021-2024 maupun Strategi
Nasional Ekonomi Digital perlu mengakui adanya kesenjangan gender struktural dalam
teknologi digital bagi usaha mikro, serta memasukkan aksi-aksi terkoordinasi antara Kemenko
Perekonomian, KemenKopUKM, Kemenkominfo, KemenPPPA, dan OJK untuk mengatasi
kesenjangan dalam (namun tidak terbatas pada) rendahnya keterampilan Tl dan komputer,
terbatasnya akses terhadap layanan keuangan, dan rendahnya produktivitas. Program-program
pelatihan, bantuan, dan pemberdayaan yang terkoordinasi dari lembaga-lembaga ini yang
menyasar para perempuan seyogianya dimasukkan ke dalam kedua dokumen tersebut.

Yang terakhir, Peta Jalan Transformasi Ekonomi Digital 2021-2024 dan Strategi Nasional
Ekonomi Digital sebaiknya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden untuk menjamin
keterlaksanaannya oleh lembaga eksekutif di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Mengubah Permendag No. 50/2020 untuk
membebaskan usaha mikro dari perizinan untuk
berpartisipasi dalam perdagangan elektronik

Kemendag sebaiknya mengubah Permendag No. 50/2020 untuk menghapus sanksi administratif
bagi usaha online informal dan membebaskan usaha mikro yang memiliki situs web sendiri dari
kewajiban memiliki SIUPMSE.

Menghukum usaha online informal dapat secara tidak proporsional merugikan usaha-usaha
mikro. Kebijakan ini juga dapat menghalangi mereka dalam memanfaatkan pasar digital. Upaya-
upaya formalisasi usaha melalui PP No. 5/2021, PP No. 80/2019, dan Permendag No. 50/2021
harus diterapkan secara hati-hati agar tidak membuat para penjual beralih menggunakan
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platform-platform yang kurang aman, seperti menjual melalui media sosial, yang dapat membuat
konsumen berisiko dirugikan. Pasar-pasar digital telah membuat fitur-fitur seperti sistem
rating, rekening bersama, dan mekanisme-mekanisme pengembalian dana dan komplain untuk
melindungi konsumen—fitur-fitur yang tidak diberikan oleh pengusaha UMKM yang terhubung
dengan klien melalui jejaring sosial.

Usaha-usaha mikro yang menjalankan situsnya secara mandiri tidak sepatutnya diwajibkan
memiliki SIUPMSE. Para pemilik usaha di Indonesia kian menyadari bahwa mengelola situs
web sendiri menjadi bagian penting dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.
Menghukum pelaku-pelaku usahayang tidak memiliki SIUPMSE akan secara tidak adil merugikan
usaha mikro, yang umumnya kurang memahami kewajiban perizinan.

Sebagai alternatif, SIUPMSE untuk usaha mikro dapat ditawarkan sebagai izin yang sifatnya
tidak wajib. Misalnya, Kemendag dapat memberikan insentif dalam bentuk “label” terdaftar atau
tersertifikasi atau sertifikat kepada usaha-usaha mikro yang berkenan mendapatkan SIUPMSE,
untuk membantu membangun merek (branding) digital mereka. Kebijakan ini dapat diterapkan
serupa dengan sertifikat ‘green label’ yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi swasta.
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berpenghasilan rendah.

Kesejahateraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan
lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga
harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan
pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan
kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org
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@cips_id

1z @cips_id

[[@ Center for Indonesian Policy Studies

B Center for Indonesian Policy Studies
Jalan Terogong Raya No. 6B

Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia

Hak Cipta © 2021 oleh Center for Indonesian Policy Studies



